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Zihan Muhafidhoh

Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya bertujuan memberikan kepastian
hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu,
termasuk bagi terdakwa dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, proses
pembuktian sering kali menghadapi kendala, terutama ketika keterangan saksi tidak
valid atau mengandung unsur kebohongan. Kesaksian palsu berpotensi besar
menimbulkan kekeliruan dalam penegakan hukum, termasuk dalam penetapan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang diduga turut serta (Medepleger)
dalam tindak pidana. Salah satu kasus yang menggambarkan permasalahan tersebut
adalah Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns mengenai tindak pidana pencurian
dengan pemberatan yang berakhir dengan putusan bebas akibat pencabutan
kesaksian serta pengakuan adanya tekanan dalam proses penyidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap
terdakwa yang didakwa turut serta dalam tindak pidana pencurian dengan
pemberatan berdasarkan ketentuan Pasal 363 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
bebas (vrijspraak) akibat tidak terpenuhinya alat bukti yang sah dan meyakinkan.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik
pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli hukum
pidana serta pihak-pihak yang memahami perkara terkait. Analisis dilakukan untuk
melihat kesesuaian antara fakta persidangan, norma hukum positif, dan asas-asas
dalam hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap
terdakwa tidak dapat dibebankan karena unsur penyertaan dalam Pasal 55 KUHP
tidak terbukti secara sah. Kesaksian para pelaku lain yang sebelumnya
memberatkan terdakwa ternyata tidak konsisten dan dicabut di persidangan dengan
alasan adanya tekanan pada tahap penyidikan. Majelis hakim menilai bahwa alat
bukti yang ada tidak cukup untuk membangun keyakinan hakim mengenai adanya
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hubungan batin, kerja sama, ataupun kontribusi nyata terdakwa dalam pelaksanaan
tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, asas in dubio pro reo diterapkan sehingga
terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa kesaksian palsu memiliki dampak signifikan terhadap proses
pembuktian dan dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana apabila tidak
didukung oleh alat bukti lain yang kuat. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam
putusan bebas mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif yang
menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya terbukti
secara sah dan meyakinkan.

Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan integritas dalam proses
penyidikan, pengawasan ketat terhadap praktik penyiksaan atau tekanan psikologis
terhadap saksi, serta penguatan regulasi terkait perlindungan saksi dan terdakwa
untuk menjamin terciptanya proses peradilan pidana yang adil.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku, Pemberatan, Kesaksian.
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ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS INVOLVED IN
AGGRAVATED THEFT WHO WERE ACQUITTED (VRIJSPRAAK) DUE TO
FALSE TESTIMONY
(STUDY OF DECISION NUMBER 178/PID.B/2021/PN.GNS)

By

Zihan Muhafidhoh

The enforcement of criminal law in Indonesia aims not only to uphold legal
certainty but also to protect human rights, including the rights of defendants during
the judicial process. In practice, evidentiary procedures often face obstacles,
especially when witness testimonies are invalid or contain false statements. False
testimony poses a serious threat to judicial integrity, potentially resulting in
wrongful convictions or unjust accusations, particularly in cases involving
accomplices in criminal acts. Such issues are reflected in Court Decision Number
178/Pid.B/2021/PN.Gns concerning aggravated theft, which resulted in an
acquittal after key witnesses retracted their testimonies during trial and admitted
to providing statements under pressure during investigation.

This study aims to analyze the criminal liability of the defendants accused of
participating in aggravated theft under Article 363 of the Indonesian Penal Code
in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1, as well as to examine the
judicial considerations underlying the acquittal (vrijspraak) due to insufficient
lawful and convincing evidence. The research employs a normative approach by
collecting data from literature reviews and interviews with criminal law experts and
relevant legal practitioners. The analysis evaluates the conformity between court
findings, statutory regulations, and fundamental principles of criminal law.

The results indicate that criminal liability could not be imposed on the defendants
because the elements of participation under Article 55 were not proven. The
testimonies of other perpetrators, which initially implicated the defendants, were
inconsistent and later withdrawn in court on the grounds of coercion during the
investigative stage. The court concluded that the available evidence did not
sufficiently establish the defendants' mental alignment, cooperation, or concrete
contribution to the commission of the crime. Consequently, the principle of in dubio
pro reo was applied, leading to the acquittal of the defendants from all charges.
This research concludes that false testimony significantly affects the evidentiary
process and may nullify criminal liability when unsupported by other corroborating
evidence. The court's considerations in issuing an acquittal reflect a commitment
to
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substantive justice, emphasizing that individuals may only be punished when their
involvement is proven beyond reasonable doubt.

The study recommends strengthening investigative integrity, ensuring safeguards
against coercive practices, and reinforcing regulations concerning witness and
defendant protection to promote a fair and just criminal justice process.

Keywords: Accountability, Perpetrator, Aggravation, Testimony.
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MOTTO

Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulit nya kita, yang
mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri
walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa
depan akan sangat banga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini

" Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(Al-Insyirah: Ayat 6)

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah
benar."

( Q.S Ar-Rum:30)

"Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!!."

(Nadin Hamizah)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menjadikan keadilan sebagai
prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercermin
dalam nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945. Hukum berfungsi untuk
menciptakan ketertiban, menjamin kesejahteraan, dan melindungi hak-hak warga
negara. Dalam hal ini, hukum pidana memiliki peran penting sebagai pedoman
untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan jenis sanksi yang dapat
dikenakan. Pompe dalam Handboek van het Nederlands Strafrecht menyebutkan
bahwa hukum pidana adalah kumpulan aturan yang menetapkan tindakan yang

dapat dikenai hukuman beserta bentuk hukumannya!

Mewujudkan keadilan, sistem hukum Indonesia mengatur berbagai aspek
kehidupan, termasuk hukum pidana, yang berfungsi menjaga ketertiban dan
melindungi hak warga negara. Kepatuhan terhadap hukum menjamin
perlindungan yang adil dan mendorong terciptanya masyarakat sejahtera. Hukum
pidana berperan penting dalam menyeimbangkan sistem hukum nasional,
meskipun efektivitasnya dalam menciptakan masyarakat damai masih
diperdebatkan. Kajian terhadap hukum pidana tetap krusial, terutama karena
pelaksanaannya di lapangan sering kali belum sejalan dengan prinsip-prinsip

ideal.?

Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah memberikan perlindungan terhadap

kepentingan hukum (rechtsbelangen) masyarakat melalui pemberian sanksi

' Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
hlm.4.

2 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Hlm. 30



pidana terhadap pelanggar hukum. Dalam hal ini, hukum pidana bertindak sebagai
sarana ul timum remedium dalam menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh
tindak pidana. Di Indonesia, salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering

terjadi dan menimbulkan keresahan sosial adalah pencurian.

Contohnya, Pencurian adalah salah satu tindak kejahatan yang paling sering
terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk jenis kejahatan umum.
Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga
menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar. Dalam
kenyataannya, pencurian tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja, melainkan
sering dilakukan secara berkelompok. Kelompok pencuri ini biasanya bersifat
tertutup, sehingga hanya sesama anggota yang tahu siapa saja yang terlibat dalam

kejahatan tersebut?

Pencurian telah diatur dalam KUHP, khususnya pada Pasal 362 sampai dengan
Pasal 367. Untuk kasus pencurian yang dilakukan dengan cara atau keadaan
tertentu yang dianggap lebih berat, seperti dilakukan bersama-sama, pada malam
hari, atau dengan kekerasan, diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Jenis
pencurian ini disebut sebagai pencurian dengan pemberatan (gekwalificeerd
diefstal), karena sifatnya lebih serius sehingga ancaman hukumannya pun lebih

berat dibandingkan pencurian biasa.*

Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang
sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan keresahan serta kerugian, baik
secara materiil maupun psikologis bagi korban. Tindak pidana ini bukan hanya
berdampak pada korban, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan sosial
dan perlunya penegakan hukum yang tegas serta berkeadilan. Pencurian dengan
pemberatan memiliki tingkat bahaya dan daya rusak yang lebih tinggi

dibandingkan pencurian biasa, karena dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti

3 Toto Hartono, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”, Jurnal Retentum, Vol. 2 Nomor 1(2021). Him.
33

4 Hermien, Hediati Koeswadji, Delik Harta Kekayaan Asas-asas Kasus dan Permasalahannya
(Cetakan Pertama), (Surabaya: Sinar Wijaya, 1986). hlm. 25.



dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dilakukan pada malam hari,

atau dengan cara merusak.’

Pencurian sering kali dilakukan secara bersama-sama, di mana pelaku tidak
bertindak sendiri melainkan berkelompok dalam melakukan tindak pidana. Dalam
hal ini, hukum pidana mengenal konsep turut serta atau deelneming, sebagaimana
diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan bahwa mereka yang
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan

dapat dipidana sebagai pelaku.

Pada praktik peradilan, keberadaan pelaku yang turut serta sering menimbulkan
tantangan dalam pembuktian. Berbeda dengan pelaku utama yang secara langsung
terlihat melakukan kejahatan, pelaku turut serta bisa saja hanya berperan dalam
tahap perencanaan, memberikan bantuan, atau sekadar hadir saat tindak pidana
berlangsung. Oleh karena itu, pembuktian unsur keterlibatan menjadi sangat
penting dan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Proses
pembuktian ini umumnya sangat bergantung pada keterangan saksi, terutama jika

tidak tersedia bukti langsung seperti rekaman CCTV atau bukti forensik lainnya®

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk
kejahatan terhadap harta kekayaan yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 363
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian jenis ini dikategorikan
lebih berat karena dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti dilakukan bersama-
sama, pada malam hari, atau dengan menggunakan alat khusus yang
membahayakan atau menyulitkan pemilik untuk menjaga hartanya. Dalam praktik
penegakan hukum, perkara pencurian dengan pemberatan sering menimbulkan
polemik, terutama ketika pengadilan memutus bebas terhadap terdakwa, padahal

sebelumnya telah dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika keterangan saksi yang digunakan

sebagai dasar pembuktian ternyata tidak benar atau bersifat palsu. Saksi palsu

5 R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (Jakarta:
Politeia, 2013). Him. 202.

® Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 218.



dapat memberikan keterangan yang menyesatkan hakim, sehingga berpotensi
menjatuhkan putusan yang tidak adil, baik terhadap terdakwa yang tidak bersalah
maupun terhadap sistem peradilan itu sendiri. Dalam sistem hukum Indonesia,
kesaksian palsu di bawah sumpah adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal

242 KUHP, karena dapat merusak integritas proses peradilan pidana.

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas permasalahan tersebut adalah
perkara pencurian sepeda motor yang terjadi pada 30 Januari 2019 di halaman
Mushola An-Nur, Kampung Putra Lempuyang, Kecamatan Way Pengubuan,
Kabupaten Lampung Tengah. Dalam perkara ini, dua orang terdakwa, yakni
Sapandi als Nobi dan Doni Arista, didakwa melakukan tindak pidana pencurian
dengan pemberatan bersama beberapa pelaku lainnya, yaitu Ahmad Muhyani,

Sarwan, dan dua pelaku lain yang diperiksa dalam berkas terpisah.

Kronologi kejadian menunjukkan bahwa Sarwan, salah satu pelaku utama,
mencongkel kunci kontak sepeda motor milik korban, Sugeng Riyadi,
menggunakan kunci letter T. Sementara itu, para terdakwa dan pelaku lain diduga
bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi. Setelah motor berhasil diambil,
warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut melakukan pengejaran, hingga

salah satu pelaku (Ahmad Muhyani) berhasil ditangkap dan diamankan.

Pada persidangan terungkap bahwa baik Ahmad Muhyani maupun Sarwan
menyatakan bahwa Sapandi dan Doni tidak terlibat langsung dalam pencurian
tersebut, dan hanya kebetulan bersama sebelum kejadian. Mereka juga mengaku
bahwa semula memberi keterangan yang memberatkan terdakwa karena adanya
tekanan saat pemeriksaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi
proses penyidikan, pembuktian, serta penerapan asas praduga tak bersalah dalam

sistem peradilan pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns, dalam
perkara pidana atas nama Terdakwa Sapandi als Nobi dan Doni Arista. Para
terdakwa semula didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
karena diduga bersama-sama dengan pelaku lainnya melakukan pencurian sepeda

motor di halaman Mushola An-Nur, Kampung Putra Lempuyang, Kabupaten



Lampung Tengah. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara
selama 1 tahun 3 bulan, majelis hakim dalam putusannya justru menyatakan para
terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan dan membebaskan mereka dari segala dakwaan

dan tuntutan hukum (vrijspraak).

Putusan bebas ini menimbulkan pertanyaan penting dari sisi yuridis. Terlebih,
dalam kasus ini, dua pelaku utama (Ahmad Muhyani dan Sarwan) yang telah
terlebih dahulu divonis bersalah justru mencabut keterangannya di persidangan
dan menyatakan bahwa para terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam
pencurian tersebut. Mereka menyatakan bahwa keterlibatan nama terdakwa
sebelumnya muncul karena tekanan saat proses pemeriksaan oleh penyidik. Hal
ini tentu berefek terhadap keabsahan alat bukti dan validitas dakwaan yang

diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa didakwa telah turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan
pemberatan, tetapi kemudian diputus bebas (vrijspraak) oleh majelis hakim.
Pembebasan tersebut terjadi setelah terungkap bahwa saksi kunci yang menjadi
dasar penuntutan memberikan keterangan yang tidak konsisten, saling
bertentangan, dan diragukan kebenarannya. Majelis hakim menyatakan bahwa
kesaksian tersebut tidak cukup kuat untuk meyakinkan hakim tentang keterlibatan
terdakwa, sehingga asas in dubio pro reo diterapkan, yakni apabila terdapat

keraguan terhadap bukti, maka keraguan tersebut harus berpihak kepada terdakwa.

Perkara ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena menyangkut
penerapan hukum pidana materiil (Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan
pemberatan), prosedur pembuktian, serta perlindungan terhadap hak asasi
terdakwa dalam proses hukum. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan asas keadilan dalam kasus
pidana dan pentingnya pembuktian yang objektif dalam menetapkan kesalahan

seseorang dalam tindak pidana.

Putusan bebas dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan yang

melibatkan pelaku turut serta perlu dikaji secara yuridis untuk menilai apakah



dasar dan pertimbangan hukum hakim telah memenuhi prinsip obyektivitas,
proporsionalitas, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Kajian terhadap
putusan ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap praktik
penegakan hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan hak asasi terdakwa

dalam proses peradilan.

Permasalahan muncul ketika pelaku yang diduga turut serta diputus bebas akibat
kesaksian palsu, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai
pertanggungjawaban pidana. Di satu sisi, keadilan substantif menuntut agar
pelaku kejahatan dijatuhi hukuman yang setimpal; namun di sisi lain, asas
praduga tak bersalah dan prinsip in dubio pro reo mengharuskan hakim
membebaskan terdakwa apabila terdapat keraguan yang rasional terhadap
keterlibatannya.” Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana
mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik, kesalahan (schuld),
dan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarhei df. Tanpa
pembuktian yang sah dan meyakinkan, pertanggungjawaban pidana tidak dapat
dikenakan. Oleh karena itu, putusan bebas akibat kesaksian palsu menjadi relevan
untuk menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta
dapat gugur karena keraguan yang timbul dalam persidangan. Penelitian ini akan
memfokuskan analisis pada aspek normatif penyertaan (deelneming) serta
menelaah praktik peradilan dalam menilai alat bukti, khususnya keterangan saksi,

sebagai dasar pembentukan keyakinan hakim.

Penelitian ini juga akan menggali dampak yuridis dari kesaksian palsu terhadap
proses peradilan pidana dan bagaimana seharusnya perlindungan hukum diberikan
kepada terdakwa terhadap Sapandi alias Nobi dan Doni Arista dalam perkara
pelaku turut serta dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana
diatur dalam Pasal 363 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana
tertuang dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns.dengan  judul

"PertanggungJawaban Pidana Pelaku Turut Serta Pencurian Dengan Pemberatan

" Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010,
hlm. 117.
8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hlm. 76



Yang Di Putus Bebas (Vrijspraak) Karena Kesaksian Palsu”. (Studi Putusan
Nomor 178/Pid.B/2021/Pn.Gns).

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan terhadap latar belakang yang telah dipaparkan,

permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut :

a) Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta pencurian
dengan pemberatan yang di putus bebas (Vrijspraak) karena kesaksian
palsu Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns ?

b) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas
(Vrijspraak) terhadap terdakwa dalam perkara pencurian dengan
pemberatan akibat kesaksian palsu ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya mengenai
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang diduga turut serta dalam tindak
pidana pencurian dengan pemberatan, namun diputus bebas (vrijspraak) oleh
pengadilan karena kesaksian palsu yang memengaruhi proses pembuktian.
Penelitian ini mencakup analisis terhadap unsur penyertaan dalam tindak pidana
menurut Pasal 55 KUHP, serta penerapan asas-asas hukum pidana seperti asas
legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan asas in dubio pro reo dalam
putusan bebas. Ruang lingkup lokasi penelitian berfokus pada wilayah hukum
Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan objek utama Putusan Nomor

178/Pid.B/2021/PN Gns,

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai

dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a) Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku yang diduga turut serta dalam tindak pidana pencurian dengan



pemberatan berdasarkan ketentuan hukum pidana dan fakta hukum dalam
perkara.

b) Untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
bebas (vrijspraak) terhadap terdakwa dalam perkara tersebut, khususnya
karena adanya pencabutan dan pengakuan kesaksian palsu dari saksi yang

sebelumnya menjadi dasar dakwaan.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu hukum pidana,
khususnya mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks
turut serta melakukan tindak pidana dan pengaruh kesaksian palsu
terhadap pembuktian. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi
terhadap pengembangan pemahaman akademik mengenai batasan dan
penerapan Pasal 55 dan Pasal 363 KUHP, serta memperjelas posisi hukum
terdakwa yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan. Kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian
selanjutnya yang membahas dinamika pembuktian dan keadilan dalam

proses peradilan pidana.

b) Kegunaan Praktis
Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum
terutama penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara
pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku dan kesaksian yang
diragukan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi advokat dalam menyusun
strategi pembelaan terhadap terdakwa yang didakwa turut serta, namun

tidak memiliki peran langsung dalam tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah kumpulan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan

masalah yang sedang diteliti. Teori ini berasal dari buku, jurnal, atau penelitian

sebelumnya yang sudah diakui secara ilmiah. Pemikiran teoritis sangat penting



dalam setiap penelitian karena ada hubungan yang saling mempengaruhi antara
teori dengan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pembentukan data.

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Teori pertanggung jawaban pidana

Pertanggungjawaban  pidana  adalah  kemampuan  seseorang  untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana karena memenuhi
unsur kesalahan dan tidak adanya alasan pembenar/pemaaf. Menurut Romli
Atmasasmita dalam karyanya yang berjudul Asas-asas Perbandingan Hukum
Pidana, pertanggung jawaban pidana merupakan yang dianggap tercela oleh
masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku atas tindakan yang

telah dilakukannya.’

Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai penerusan celaan yang
bersifat objektif terhadap tindakan pidana, serta secara subjektif memenuhi syarat
untuk dapat dijatuhi hukuman karena tindakan tersebut.’Dalam bukunya yang
berjudul Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Romli Atmasasmita menyatakan
bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh
masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas

perbuatan yang dilakukan.

Pertanggung jawabanpidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari

tiga syarat yaitu :

1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggung jawabkan dari si
pembuat

2) Adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku
yang berhubungan dengan kelakuaannya yaitu : Disengaja dan sikap kurang
hati-hati atau lalai (Keelapan)

3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung

jawaban pidana bagi si pembuat.!!

° Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2007). Hlm. 125,

19 Moeljatno, Op. cit.Hlm. 72.

""" M. Yusuf Fauzi, Zainab Ompu Jainah, “Analisis Pertangung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku
Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor:
122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)”, Suara Keadilan, Vol. 23 No. 1(2022). Hlm. 104.
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b. Teori Turut Serta (Medeplegen)

Turut serta dalam tindak pidana, menurut Moeljatno, merupakan bentuk kerja
sama antara dua orang atau lebih yang secara sadar dan aktif melakukan suatu
kejahatan, sehingga masing-masing dianggap sebagai pelaku bersama
(mededader). Konsep ini berbeda dengan pembantuan (medeplichtigheid), karena
dalam turut serta terdapat kesepakatan kehendak dan keterlibatan langsung dalam

pelaksanaan perbuatan pidana.'?

Turut serta memiliki unsur kesengajaan dan perbuatan konkrit dari masing-masing
pelaku sangat penting. Tidak hanya kehadiran fisik, tetapi juga kontribusi terhadap
terjadinya tindak pidana harus terbukti. Oleh karena itu, semua pihak yang turut
serta dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yang setara, kecuali jika derajat
keterlibatan masing-masing secara hukum berbeda berdasarkan pembagian

peran. 3

Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam tindak
pidana. Pasal ini menyebutkan bahwa orang yang melakukan, menyuruh
melakukan, turut serta melakukan, dan menganjurkan atau menggerakan
melakukan suatu perbuatan pidana, akan dipidana sebagai pembuat
(dader). Pembuat yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah ia tidak
melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan

orang lain dalam mewujudkan tindak pidana.

Pasal 55 KUHP mengandung dua hal penting yang harus dipahami dalam
pembuktiannya, yaitu sengaja melakukan kejahatan dan sengaja bekerjasama,
yang akan dibahas lebih lanjut guna memahami terpenuhinya unsur-unsur
penyertaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, sehingga dapat

memahami agar terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 55 KUHPidana:

12 Moeljatno, Op. Cit. hal. 89-90
13 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997,
hlm. 424-426.
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a. Sengaja melakukan Kejahatan
Banyak pakar hukum pidana mendefinisikan kesengajaan (opzet) dalam suatu
tindak pidana. Undang-undang tidak menerangkan mengenai arti atau definisi
tentang sengaja. Namun dalam ketentuan KUHPidana lama, pelaku dapat
dipidana karena adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana secara
sadar. Ada beberapa jenis kesengajaan;

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan;

Kesengajaan yang bersifat tujuan dapat diartikan bahwa pelaku kejahatan
benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan

diadakannya ancaman pidana.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian;

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak
bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik. Akan tetapi

pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan keinsyafan kemungkinan ini dianggap terjadi apabila dalam
gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan, bahwa akan terjadi
akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada
bayangan kepastian, tidak hanya memungkinkan, maka apakah perbuatan
itu tetap akan dilakukan si pelaku.
b. Sengaja bekerjasama;

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi kesengajaan yang

dapat diartikan dengan sadar untuk melakukannya. Apabila kita menelaah

lebih jauh kesengajaan dalam bekerja sama harus memenubhi syarat, yaitu;

1. Adanya hubungan batin dengan tindak pidana yang hendak
diwujudkan, artinya sengaja dalam berbuat diarahkan pada
terwujudnya tindak pidana tersebut;

2. Adanya hubungan batin antara dirinya dengan peserta yang lainnya

dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.'*

14 https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id
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Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya juga
menegaskan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai turut serta, harus ada
kesatuan niat dan tindakan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana. Misalnya,
seseorang yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) namun tidak melakukan
perbuatan pidana secara langsung, dapat dianggap turut serta apabila terbukti
memiliki peran aktif seperti menjaga, memantau, atau membantu tersangka

utama.”

c. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata bertumpu pada bunyi pasal dalam
peraturan perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan aspek lain
yang lebih luas, seperti nilai keadilan, kondisi sosial, serta dampak terhadap
masyarakat. Inilah yang dikenal dengan teori pertimbangan hakim, yaitu suatu
pendekatan yang menekankan bahwa pertimbangan hakim harus mencakup aspek

yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Hakim bukan sekadar corong undang-undang, melainkan berperan sebagai
penafsir dan pembawa nilai keadilan dalam setiap putusan hukum. Dalam
menjalankan fungsi tersebut, hakim dituntut untuk memandang hukum sebagai
suatu sistem nilai yang hidup dan dinamis, bukan sekadar teks normatif yang kaku
dan terlepas dari realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan harus mencakup fakta-fakta hukum, alat bukti yang
relevan, serta ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjaga
keseimbangan antara prinsip legalitas dan keadilan substantif agar putusan yang

dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.!®
Pertimbangan hakim dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

1. Yuridis
Pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. dalam hal ini,

hakim menilai apakah perbuatan terdakwa sudah sesuai atau bertentangan dengan

15 Asep Warlan Yusuf, Loc. Cit. 123.
16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 53.



13

hukum positif yang tercantum dalam undang-undang, serta berdasarkan alat bukti

yang sah menurut hukum acara pidana.!”

2. Sosiologis

ketika hakim melihat latar belakang sosial pelaku, seperti kondisi ekonomi,
lingkungan tempat tinggal, dan pengaruh masyarakat sekitar. Hakim juga
mempertimbangkan bagaimana dampak putusan terhadap kehidupan masyarakat

dan ketertiban sosial.'®
3. Filosofis

Hakim melihat latar belakang sosial pelaku, seperti kondisi ekonomi, lingkungan
tempat tinggal, dan pengaruh masyarakat sekitar. Hakim juga mempertimbangkan
bagaimana dampak putusan terhadap kehidupan masyarakat dan ketertiban

sosial."

Ketiga pendekatan tersebut, dapat dipahami bahwa hakim memiliki ruang untuk
tidak hanya berpikir normatif, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek di luar
hukum tertulis agar putusan yang diambil tidak hanya legal, tetapi juga adil secara

substansi.
2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu  struktur yang menggambarkan hubungan
antara konsep-konsep spesifik yang menjadi inti dari istilah yang sedang diteliti,
baik dalam penelitian yang bersifat normatif maupun empiris’ Adapun

konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Pertanggung jawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu cara untuk menilai apakah seorang

tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang

17 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), him.
123.

18 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89.

19 Satjipto Rahardjo, Op. Cit. hlm. 53.

20 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Press, 2009. hlm. 124
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telah dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk

menentukan apakah orang tersebut akan dibebaskan atau dijatuhi hukuman?!

b. Turut serta dalam tindak pidana

Turut serta dalam hukum pidana dalam bahasa Belanda: medeplegen, dan dalam
KUHP diatur pada Pasal 55 dan 56 adalah bentuk keikutsertaan dua orang atau
lebih dalam melakukan tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pembantu,
penyuruh, maupun pelaku bersama-sama. Turut serta merupakan salah satu

bentuk penyertaan (bukan pelaku tunggal) dalam hukum pidana Indonesia.
c. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362
KUHP, yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara
melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama

lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.’®
d. Putusan bebas (Vrijspraak)

Putusan bebas (vrijspraak) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila
dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Hal ini diatur dalam
Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: “Jika dari hasil pemeriksaan di
sidang pengadilan tidak terbukti bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa diputus bebas.’*

e. Kesaksian palsu

Kesaksian palsu semakin sulit dibuktikan bila tidak ada alat bukti pembanding

yang cukup. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan prinsip kehati-hatian

2! Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hlm. 33.

22 Pasal 362 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Tindak Pidana Pencurian

2 Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang putusan bebas (vrijspraak)
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tinggi dalam menilai saksi, terutama dalam kasus yang melibatkan beberapa

pelaku.?*

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (Lima) Bab, dimana massing-

masing berisikan tentang :
BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini bertujuan untuk memperkenalkan skripsi dan memberikan
gambaran umum tentang isi dan tujuan penulisan. Terdiri dari latar belakang
penelitian, permasalahan yang diangkat, ruang linngkup penelitian, tujuan dan
manfaat penelitian, serta kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai
landasan penelitian. Selain itu juga mencakup penjelasan mengenai sistematika

penulisan skripsi.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar
atau teori dalam menjawab masalah yang akan diteliti sesuai dengan literatur -

literatur dalam berbagai pustaka buku hukum.
BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan suatu proses tahapan metodelogi penelitian meliputi studi
pendahuluan, merumuskan masalah penelitian, memilih metode penelitian yang
tepat, mengumpulkan dan mengolah data, melakukan analisis, serta menyusun

Kesimpulan penelitian.
BAB 1V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ada
dalam skripsi ini, baik berdasarkan pustaka maupun data yang diperoleh dari
lapangan. Pada penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan antara lain
tentang tinjauan yuridis terhadap putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana
pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns.

24 Laily Fitriana, “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Akibat Kesaksian Palsu,” Yudisial
14(2) (2019): 157.
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BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan pada
bab sebelumnya. Selain itu, juga dijelaskan saran apa yang sifatnya dimungkinkan
dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindak

pidana pencurian dengan pemberatan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip dalam hukum pidana yang
digunakan untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas
suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam terminologi
asing, konsep ini dikenal sebagai criminal responsibility atau criminal liability
dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Belanda memiliki padanan seperti
aansprakelijk, verantwoordelijk, serta toerekenbaar. lIstilah aansprakelijk dan
verantwoordelijk merujuk pada individu sebagai subjek yang bertanggung jawab,
sedangkan foerekenbaar mengacu pada  perbuatan yang  dapat

dipertanggungjawabkan kepada individu tersebut.

Beberapa ahli hukum menggunakan istilah toerekeningsvatbaar untuk
menggambarkan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan
perbuatannya, namun menurut Pompee, istilah tersebut kurang tepat karena yang
dinilai bukanlah subjeknya, melainkan perbuatannya dalam kaitannya dengan
kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukun?® Konsep
pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga
mencerminkan dimensi moral dan etika yang hidup dalam masyarakat, sehingga
penerapannya harus diarahkan pada pencapaian keadilan yang sesuai dengan nilai-

nilai sosial yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari diteruskannya celaan
yang bersifat objektif terhadap suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam
ketentuan hukum yang berlaku. Celaan tersebutkemudian diarahkan secara

subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana

25 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016. hal.131
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ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikenai pidana
atas  perbuatannya. @ Adapun syarat utama untuk dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur kesalahan, yang dapat berupa

kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa)®

Pertanggungjawaban pidana juga merupakan suatu mekanisme hukum yang
menentukan apakah seseorang layak untuk dibebaskan dari tuntutan atau dijatuhi
pidana. Dalam konteks ini, beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku
tindak pidana sebagai dasar untuk penjatuhan sanksi pidana. Seseorang dianggap
memiliki pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya
memenuhi unsur melawan hukum. Namun, sifat pertanggungjawaban tersebut
dapat dikesampingkan apabila dalam diri pelaku terdapat keadaan atau unsur yang
menghilangkan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

secara hukum?’

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan asas no punishment without
guilt, yang berarti bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan jika terdapat kesalahan
dari pelaku. Kesalahan menjadi dasar untuk menentukan layak atau tidaknya
seseorang dihukum, sehingga konsep ini menjadi pembatas kekuasaan negara
dalam memidana seseorang?® Pertanggungjawaban pidana tidak hanya
menyangkut aspek subyektif pelaku, tetapi juga menimbang keadaan objektif
yang melingkupi peristiwa pidana tersebut. Dalam pendekatan modern, aspek
seperti latar belakang sosial, psikologis, dan bahkan struktural menjadi

pertimbangan penting dalam menilai kesalahan >

Meminta pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana tidak semata-mata
berarti bahwa secara hukum telah terpenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana,
melainkan juga mencerminkan keyakinan bahwa orang tersebut memang layak

dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan

26 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, ,
(Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal 11

27 Afridus Darto, dkk. > Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana”. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya
Putra 1(2) (2003). 260

28 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2022), hlm. 45.

2 Sudarto, Op. cit. him. 72.
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demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bermakna rightfully sentenced,
tetapi juga mencakup aspek rightfully accused, yakni bahwa proses penetapan
kesalahan dan tuntutan terhadap pelaku telah dilakukan secara sah dan adil sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku >

Konsep pertanggungjawaban pidana, hal yang pertama-tama harus dipastikan
adalah siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain,
identifikasi terhadap pihak yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana harus
dilakukan terlebih dahulu. Permasalahan apakah pertanggungjawaban tersebut
akan dimintakan atau tidak, pada dasarnya bergantung pada kebijakan pihak yang
berwenang, yang memiliki diskresi untuk menentukan urgensi dan relevansi

pemberlakuan pertanggungjawaban tersebut dalam konteks penegakan hukum’!

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan kondisi atau keadaan
yang melekat pada diri pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Selain itu,
pertanggungjawaban pidana juga mencerminkan proses penghubungan antara
kondisi subjektif pelaku dengan perbuatan yang dilakukan serta sanksi yang
secara proporsional layak untuk dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian

dilakukan dua arah:

1) Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-
syarat faktual dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.

2) Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan
syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif
hukum pidana.

3) Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi

syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu??

39 Huda Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada
Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak
Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Kencana, 2006). Him. 64.

31 Diah Gustiana Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”. Fiat Jutitia Jurnal Ilmu Hukum 7(1)
(2013). Him.3-4.

32 Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait
Pemberian Delegasi Kewenangan, Mimbar Keadilan 14(28) (Agustus 2018-Januari 2019). Him.
187.
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Pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada fakta bahwa
seseorang telah melakukan perbuatan yang termasuk tindak pidana, tetapi juga
harus disertai dengan unsur kesalahan, yaitu adanya sikap batin atau niat jahat dari
pelaku yang layak untuk dicela. Pandangan ini sejalan dengan asas hukum yang
bersifat tidak tertulis, yaitu geen straf zonder schuld, yang berarti tidak boleh ada
pidana dijatuhkan tanpa adanya kesalahan dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku dapat dimintai

pertanggung-jawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).

2) Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif).

3) Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).

4) Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada
alasan pembenar).

5) Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, kemampuan untuk
bertanggung jawab merupakan syarat esensial dalam menjatuhkan pidana.
Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana semata-mata karena telah melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Selain
adanya perbuatan melawan hukum, pelaku juga harus memenuhi unsur kesalahan,
yakni adanya kemampuan untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila
perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya secara sah.
Prinsip ini sejalan dengan asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu nulla

poena sine culpa (tidak ada pidana tanpa kesalahan).>*

Pertanggungjawaban pidana merupakan komponen esensial dalam sistem hukum
pidana yang berperan dalam menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana

dapat dikenai sanksi pidana. Pembuktian terhadap actus reus (perbuatan pidana)

33 Diah Gustiniati Maulani, Loc. cit, Him. 4-5.
34 E,Y. Kanter., dan S,R .Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya,
(Jakarta: Storia Grafika, 2002) hlm. 105
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saja tidaklah cukup; hal tersebut harus disertai dengan adanya mens rea (unsur

kesalahan) serta ketiadaan alasan pembenar maupun pemaaf>>

Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memiliki kesadaran dan
kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Oleh
karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipahami sebagai suatu konsep
yang bersifat statis, melainkan sebagai suatu prinsip yang senantiasa mengalami
perkembangan seiring dengan dinamika nilai-nilai hukum, sosial, dan budaya

dalam masyarakat.
B. Tinjauan Umum tentang Pencurian Tindak Pidana

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana konvensional yang telah
dikenal luas dan diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana positif di
Indonesia. Dalam KUHP, pencurian diatur secara normatif dalam Pasal 362 yang
menyebutkan : “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama
lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”, yang
mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Rumusan ini
menunjukkan bahwa pencurian memiliki dua unsur utama, yaitu actus reus

(perbuatan mengambil) dan mens rea (niat untuk memiliki secara melawan

hukum).

Pencurian termasuk dalam kategori delik kejahatan terhadap harta benda, karena
merugikan kepemilikan atau penguasaan sah seseorang atas benda miliknya.
Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan ini tidak hanya dinilai dari kerugian
materiil yang ditimbulkan, tetapi juga dari niat jahat (mens rea) pelaku yang ingin

menguasai secara melawan hukum barang milik orang lain®

Pada perspektif yuridis, tindak pidana pencurian dikualifikasikan sebagai delik

formil, yakni suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai pada saat unsur

33 E,Y. Kanter., dan S,R .Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya,
(Jakarta: Storia Grafika, 2002) hlm. 105
36 Andi Hamzah. Delik-Delik dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. him. 95.
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perbuatan mengambil barang milik orang lain terpenuhi, tanpa
mempertimbangkan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu,
sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelaku meskipun barang hasil pencurian

tersebut belum sempat dikuasai atau dimanfaatkan olehnya?’

Suatu perbuatan pencurian dianggap telah sempurna secara hukum apabila pelaku
telah melakukan tindakan mengambil barang sebagaimana yang dilarang dalam
ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beragam jenis tindak pidana
pencurian yang diklasifikasikan berdasarkan unsur pemberatan, cara melakukan,

maupun keadaan khusus lainnya, antara lain :

1) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

2) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), misalnya dilakukan
pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dengan
merusak.

3) Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP).

4) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP), yang tidak dituntut kecuali

atas pengaduan.

Pencurian termasuk dalam kategori delik kejahatan terhadap harta benda, karena
merugikan kepemilikan atau penguasaan sah seseorang atas benda miliknya.
Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan ini tidak hanya dinilai dari kerugian
materiil yang ditimbulkan, tetapi juga dari niat jahat (mens rea) pelaku yang ingin
menguasai secara melawan hukum barang milik orang lain®® Dengan demikian,
suatu perbuatan pencurian dianggap telah sempurna secara hukum apabila pelaku
telah melakukan tindakan mengambil barang sebagaimana yang dilarang dalam

ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perspektif yuridis, tindak pidana pencurian dikualifikasikan sebagai delik formil,
yakni suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai pada saat unsur perbuatan
mengambil barang milik orang lain terpenuhi, tanpa mempertimbangkan

timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, sanksi pidana dapat

37 Andi Hamzah, Ibid. him. 84
3% Andi Hamzah. Delik-Delik dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hlm. 95.
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dikenakan terhadap pelaku meskipun barang hasil pencurian tersebut belum

sempat dikuasai atau dimanfaatkan olehnya.*

Unsur utama dari pencurian adalah "mengambil" yang mengandung arti
memindahkan suatu benda dari tempat semula yang dikuasai oleh orang lain ke
dalam kekuasaan si pelaku, tanpa izin yang sah, dan dengan maksud memiliki

untuk diri sendiri.*

Unsur subjektif dalam tindak pidana pencurian sangat esensial, yaitu adanya niat
jahat atau mens rea yang menunjukkan kehendak pelaku untuk memiliki barang
tersebut secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektifnya berupa perbuatan

mengambil barang milik orang lain secara tidak sah.*!

Pencurian dikategorikan sebagai delik formil, di mana perbuatan dianggap selesai
setelah unsur pengambilan barang terpenuhi. Namun, pemidanaan terhadap pelaku
baru dapat dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana, sejalan dengan asas "tiada pidana tanpa

kesalahan" (nulla poena sine culpa)?

Persepektif kriminologi, tindak pidana pencurian tidak semata-mata dipandang
sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks
dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Faktor-faktor seperti tekanan
ekonomi, ketimpangan sosial, dan lemahnya kontrol sosial lingkungan memiliki
kontribusi signifikan terhadap munculnya perilaku pencurian. Hasil penelitian
Suharsoyo menunjukkan bahwa motif ekonomi serta gaya hidup konsumtif
merupakan determinan utama yang mendorong orang untuk melakukan tindak
pidana pencurian, khususnya dalam konteks masyarakat urban berpenghasilan

rendah.®

3 Andi Hamzah, /bid. hlm. 84

4R, Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, (Jakarta:
Politeia, 2013), hlm. 246.

41 Lilik Mulyadi, Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2019), him. 112.

42 Andi Hamzah, Op. cit.hlm. 55.

43 Suharsoyo, "Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan di
Sukoharjo," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2023.
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Pencurian terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan aturan hukum pidana, di

antaranya yaitu:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP):

Pasal 362 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling

lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP):

Adapun isi dari Pasal 363 yang terdapat pada Kitab Undang Undang Hukum
Pidana (KUHP) sendiri yaitu:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

1.
2.

pencurian hewan.
pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa
laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta

api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang

tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada
dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang
berhak (yang punya).

pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk
mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah
atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau

pakaian jabatan, palsu.

2. Jika pencurian yang dijelaskan dalam poin No. 3 dilakukan bersamaan dengan

salah satu kondisi yang tercantum dalam poin No. 4 dan 5, maka hukuman

penjara yang dijatuhkan dapat mencapai maksimal sembilan tahun. Alasan di

balik tindakan kriminal pencurian ini umumnya adalah untuk memenuhi

kebutuhan hidup dengan cara mencuri dan melaksanakan tindakan kejahatan

tersebut.
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Pencurian dengan pemberatan merujuk pada tindakan mengambil suatu barang
dengan tujuan untuk menguasainya. Dalam konteks yang lebih sempit, tindakan
ini terbatas pada gerakan tangan dan jari-jari, di mana seseorang memegang
barang tersebut dan memindahkannya ke tempat lain. Dalam hal ini, individu
tersebut belum dapat dianggap sebagai pencuri, melainkan baru sekadar
melakukan percobaan untuk mencuri. Sementara itu, pencurian dengan kekerasan
adalah tindakan mengambil barang secara paksa dari pemiliknya, yang dilakukan

dengan disertai kekerasan atau ancaman akan kekerasan*

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang, di mana istilah
mengambil barang dalam arti sempit terbatas pada gerakan tangan dan jari untuk
memegang barang tersebut dan memindahkannya ke tempat lain. Adapun jenis-
jenis tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut: pencurian biasa, yang diatur
dalam Pasal 362 KUHP; pencurian ringan, yang ditambahkan dengan unsur-unsur
lain yang diatur dalam Pasal 364 KUHP; dan pencurian dalam keluarga, yang
diatur dalam Pasal 367 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan oleh seseorang di
dalam lingkup keluarga.

Pencurian secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:*
Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, Rp.900,-".

Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk khusus dari tindak pidana
pencurian yang memiliki unsur tambahan yang memberatkan perbuatan tersebut,
baik dari segi cara pelaksanaan, waktu, tempat, atau objek pencurian. Pencurian
dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), yang pada intinya menyebutkan bahwa pencurian biasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dapat menjadi pencurian yang diperberat
apabila dilakukan dengan cara-cara tertentu, seperti dilakukan pada malam hari,

dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara merusak atau

#R. Soesilo. KUHP Serta Komentarnya lengkap pasal demi pasal, Sukabumi: Politeia, 2013. hlm.
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memanjat, atau terhadap objek tertentu seperti hewan ternak atau barang dalam

tempat khusus penyimpanan.

Pada Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur
tentang sanksi pidana bagi pelaku pencurian dengan pemberatan. Dalam ketentuan
ini, pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dikenai hukuman
penjara dengan batasan maksimal tujuh tahun. Ketentuan ini menetapkan batasan
maksimal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman,
namun, keputusan akhir mengenai lamanya hukuman tidak hanya didasarkan pada
ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada berbagai pertimbangan yang

relevan dalam kasus tersebut.

Unsur pemberatan ini menunjukkan bahwa perbuatan pencurian tersebut dinilai
lebih berbahaya dan meresahkan masyarakat, sehingga hukum memberikan
ancaman pidana yang lebih berat. Dengan demikian, pencurian dengan
pemberatan merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam keadaan
atau kondisi tertentu yang secara hukum dianggap memperparah sifat jahat

perbuatan tersebut.*®

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang menambahkan

unsur kondisi yang memperberat pidana, seperti:

1) Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup,
2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

3) Dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu,
4) Menimbulkan kerugian besar, atau

5) Terhadap barang-barang tertentu seperti hewan atau kendaraan bermotor. *°

Unsur objektif dalam Pasal 363 KUHP meliputi:

4 Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rine. 54.
4R, Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya, Bogor:
Politeia, 2013, him. 259.
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1) Perbuatan Mengambil: Mengalihkan penguasaan barang dari orang lain
secara melawan hukum.

2) Barang Tersebut Milik Orang Lain: Kepemilikan sah berada pada pihak lain.

3) Tanpa Izin dan Melawan Hukum: Tidak ada dasar hukum atau izin untuk
pengambilan.

4) Adanya Keadaan yang Memberatkan: Seperti dilakukan malam hari,
dilakukan oleh lebih dari satu orang, dengan cara merusak, dan sebagainya

(sebagaimana dirinci dalam ayat-ayat Pasal 363).

Unsur subjektif berupa:

1) Kesengajaan (dolus): Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki
perbuatannya.

2) Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum: Pelaku bermaksud menjadikan
barang milik orang lain sebagai miliknya tanpa hak.

3) Pencurian termasuk dalam kategori delik kejahatan terhadap harta benda,
karena merugikan kepemilikan atau penguasaan sah seseorang atas benda
miliknya. Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan ini tidak hanya dinilai
dari kerugian materiil yang ditimbulkan, tetapi juga dari niat jahat (mens
rea) pelaku yang ingin menguasai secara melawan hukum barang milik
orang lain.*’

Setiap tindak pidana, baik yang biasa, dalam keadaan memberatkan, maupun
pencurian dengan kekerasan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan
tindakan dan akibat dari perbuatan tersebut yang telah diatur dalam KUHP. Tindak
pidana pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan pencurian yang
didahului, disertai, atau diikuti oleh kondisi yang memberatkan terhadap orang
lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pelaku atau rekan lainnya

melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

47 Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 95.
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c. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP):

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau
tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi
juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP

yang terdiri dari sembilan pasal.*®

Terkait Pencurian ringan yang berbunyi “perbuatan yang diterangkan dalam pasal
362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363
butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tetutup yang
ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh
rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga

bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”*
d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP):

Pasal 365 yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan
diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
dicuri.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu.

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

4 Muhammad Soma Karya Madari, /bid. Hlm. 336.
4 alvian Solar, “Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan,” Lex Crimen 1(1)
(2012): 52.
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3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara

paling lama lima belas tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka
berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Delik pencurian dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dikualifikasi sebagai “pencurian
dengan kekerasan”. Mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan menurut
Pasal 89 KUHP, adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi
(lemah). Adapun melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau
kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan
atau dengan segala macam senjata, menyepak atau pun menendang dan lain
sebagainya. jiika pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih secara bersama-sama menyebabkan luka berat atau mati orangnya, maka
ancaman pidana diperberat dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur
hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun penjara, sebagaimana diatur

dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.>

C. Penyertaan Pelaku Tindak Pidana

Penyertaan (dalam bahasa Belanda: deel/neming) merupakan istilah dalam hukum
pidana yang mengacu pada keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, baik
sebagai pelaku bersama (mededaderschap) maupun sebagai pembantu dalam

pelaksanaannya (medeplichtigheid).

Ketentuan dalam KUHP di Indonesia mengenai penyertaan diatur dalam Buku I,
Titel V, mencakup Pasal 55 hingga Pasal 62. Secara etimologis, istilah ini berasal
dari kata deelneming yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan
beragam istilah oleh para ahli. Lamintang menyebutnya sebagai ‘keturutsertaan’,

sementara Moeljatno, Bemmelen, Schaffmeister, dan Sianturi menggunakan

50 Mulyoto, dkk. Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Seseorang Yang Melakukan Pencurian
Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kuhp, Jurnal llmiah Metadata.Volume 3 Nomor 2(2021).
hlm. 437-438
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istilah ‘penyertaan’. Utrecht, yang diikuti oleh Samosir, memilih istilah ‘turut
campur’, sedangkan Jonkers, melalui terjemahan tim Bina Aksara, menggunakan
istilah ‘pengambilan bagian’. Perbedaan istilah ini mencerminkan beragam

pendekatan dalam memahami bentuk partisipasi seseorang dalam tindak pidana>!

Hukum pidana di Indonesia, penyertaan merujuk pada keterlibatan dua orang atau
lebih dalam suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56
KUHP. Ketentuan ini membedakan antara pelaku utama, pelaku bersama,
penganjur, dan pembantu tindak pidana. Penyertaan tidak hanya mencakup pelaku
yang secara langsung melakukan kejahatan, tetapi juga mereka yang turut
membantu, memfasilitasi, atau mendorong terjadinya perbuatan pidana. Secara
umum, deelneming atau penyertaan merupakan bentuk partisipasi seseorang, baik
secara fisik maupun psikis, melalui tindakan masing-masing yang berkontribusi
terhadap terwujudnya tindak pidana. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, mengatur

Pernyertaan sebagai berikut:

Pasal 55
1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan;

2) Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan
atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan
memberikan kesempatan, sarana, atau  keterangan dengan sengaja

membujuk perbuatan itu.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang

dihitungkan beserta akibat-akibatnya.”

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1) Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan

dilakukan;

5! Aksi Sinurat, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP), (Nusa Tenggara
Timur: Tangguh Denara Jaya, 2022). HIm. 28.
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2) yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk

melakukan kejahatan.”

Berdasarkan pasal 55-56 , penyertaaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok,

yaitu:
a. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari:

1) Pelaku (dader)

2) Penyuruh (doenpleger)

3) Turut serta melakukan (mededader/medepleger)
4) Membujuk (uitlokker)

b. Pembantu/Medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari:

1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;

2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Penyertaan dalam bentuknya dapat dibagi menjadi dua, dalam hal ini penyertaan

dapat dibagi sebagai berikut:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri, hal yang dapat dikategorikan sebagai
peyertaan berdiri sendiri adalah mereka yang melakukan dan turut serta
dalam berbuat tindak pidana, pertangungjawaban masing-masing pelaku
dapat dinilai dan dihagai masing-masing atas segala tindakan yang

diperbuatnya

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, dalam hal ini yang dimaksud
dari panyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah mereka yang dianggap
sebagai pembujuk, pembantu, dan sebagai penyuruh untuk melakukan suatu
perbuatan pidana. Pertanggungjawaban dari perbautan ini yang mana yang

satu digantungkan pada perbuatan pelaku lainnya.>

Konsep penyertaan terdapat dua pandangan utama mengenai. Pandangan pertama
menyatakan bahwa penyertaan bukan merupakan suatu delik tersendiri, melainkan

berkaitan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan dipahami

52 Nilvany Hardicky. Pengantar Hukum Pidana (KUHP & Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023). Pekanbaru: Deepublish, 2024. him. 126.
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sebagai Strafdehnungsgrund, yaitu dasar perluasan pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku, meskipun bentuk keterlibatannya tidak sempurna atau tidak
memenuhi unsur delik secara utuh. Pandangan ini dianut oleh sebagian besar ahli

hukum pidana di Belanda.

Penyertaan merupakan aturan yang memperluas norma hukum pidana
sebagaimana tersimpul dalam undang-undang. Dalam hal ini, penyertaan
dipandang sebagai Tatbestandsausdehnungsgrund, yaitu  bentuk perluasan
terhadap perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, penyertaan dianggap
sebagai suatu delik yang berdiri sendiri dan memiliki karakteristik khusus atau
delicta sui generis. Penyertaan merupakan delik tersendiri yang memiliki sifat

khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia>3

Penyertaan adalah keadaan ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari
satu orang yang masing-masing turut serta secara aktif dalam perbuatan tersebut

atau memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tersebut>*

Penyertaan dalam tindak pidana kerap dipahami sebagai suatu konsep yang
mencakup seluruh bentuk keterlibatan seseorang atau sekelompok orang, baik
secara psikis maupun fisik, melalui perbuatan masing-masing yang secara kolektif
menghasilkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, orang-orang
yang bekerja sama untuk mewujudkan tindak pidana dapat memiliki peran dan
tindakan yang berbeda-beda, bahkan sikap batin (mens rea) mereka terhadap
tindak pidana maupun terhadap sesama peserta bisa saja tidak sama. Namun
demikian, perbedaan tersebut tidak menghalangi terbentuknya hubungan hukum
yang erat antar pelaku, di mana masing-masing perbuatan saling mendukung dan

berkontribusi terhadap terwujudnya peristiwa pidana>

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyertaan
(deelneming), terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu unsur objektif

dan unsur subjektif. Unsur objektif merujuk pada adanya kerja sama atau

53 Franco Marcello Moningka, dkk. Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi,
Lex Crimen Vol. VII/No. 5 (2018). Him. 27.

34 R. Soesilo, Op. cit. him. 77.

55 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), him. 71.
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kontribusi nyata dari masing-masing pihak yang mendukung terlaksananya tindak
pidana. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan adanya kesengajaan atau

niat dari para pelaku dalam turut serta melakukan tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri mengatur bahwa
penyertaan mencakup kedua unsur ini sebagai syarat utama dalam menentukan

keterlibatan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, yaitu:

1. Unsur objektif, pada unsur ini dikatakan bahwa menganjurkan sesorang untuk

melakukan suatu perbuatan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan sesuatu,

2) Menjanjikan sesuatu,

3) Menyalahgunakan kekuasaan,
4) Menyalahgunakan martabat,
5) Dengan kekerasan,

6) Dengan penyesatan,

7) Dengan ancaman,

8) Dengan memberi kesempatan,
9) Dengan memberi sarana,

10) Dengan memberikan keterangan.

2. Unsur Subjektif (Dengan sengaja), berikut adalah hal-hal yang dapay

dikategorikan sebagai unsur subjektif dalam penyertaan, yaitu sebagai berikut:

1) Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak
diwujudkan, disini dapat diartikan bahwa adanya kepentingan dalam
terwujudnya suatu perbuatan pidana tersebut,

2) Adanya hubungan batin dengan pelaku lainnya seperti mengetahui

perbuatan yang terjadi antara dengan pelaku lainnya.

Praktik dalam hukum sering kali timbul kebingungan dalam membedakan antara
pelaku bersama (medepleger) dan pembantu (medeplichtige). Meskipun keduanya

terlibat dalam tindak pidana, tingkat peran dan tanggung jawab hukumnya

56 Nilvany Hardicky . Ibid. him. 126-127.
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berbeda. Pelaku bersama secara aktif turut melakukan perbuatan pidana dan
memiliki kehendak yang sama (gemeenschappelijk voornemen), sehingga dapat
dijatuhi pidana yang sama seperti pelaku utama. Sementara itu, pembantu hanya
memberikan bantuan yang tidak menentukan secara langsung terjadinya tindak

pidana, dan pidana yang dijatuhkan terhadapnya biasanya lebih ringan.

Penegakan hukum terhadap penyertaan harus mengedepankan prinsip kehati-
hatian, agar tidak menjerat orang yang hanya berada di sekitar tindak pidana tetapi
tidak memiliki kehendak untuk melakukan atau membantu perbuatan pidana
tersebut.’’Dan peran masing-masing pihak, karena pelaku penyertaan sering kali
tidak melakukan langsung perbuatan pidana, sehingga pembuktian lebih banyak
bergantung pada alat bukti tidak langsung seperti keterangan saksi, petunjuk, dan

hubungan sebab-akibat.

Sering kali terjadi pelaku utama enggan mengungkap keterlibatan pihak lain, yang
menyulitkan proses pembuktian bagi penyidik dan penuntut umum. Oleh karena
itu, jaksa kerap menggunakan pendekatan sistemik dengan menganalisis
rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Pemahaman yang mendalam terhadap
konsep penyertaan menjadi sangat penting, tidak hanya bagi aparat penegak
hukum, tetapi juga dalam proses penyusunan undang-undang, pendidikan hukum,

dan pembaruan hukum pidana secara umum.

D. Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum sebagai hasil pemeriksaan perkara pidana. Dalam Pasal 191 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana di bedakan menjadi
putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal ini
membedakan antara situasi di mana kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan (putusan bebas) dengan situasi di mana perbuatan yang

didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana (putusan lepas).

57 Lilik Mulyadi, Praktik Hukum Pidana dalam Putusan Hakim Indonesia, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2014), hlm. 215.
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Putusan bebas berbeda dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag
van rechtsvervolging) karena dalam putusan bebas, hakim meyakini bahwa
peristiwa pidana tidak terbukti atau terdakwa bukan pelakunya, sedangkan dalam
putusan lepas, perbuatannya terbukti tetapi tidak dapat dipidana karena alasan

pemaaf atau pembenar>®

Apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat lagi diperluas dengan syarat-
syarat pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam
Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
pada Ketentuan Umum Bab III terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang
hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa dengan kata

lain merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, antara lain :

1. Pasal 44 ditegaskann bahwa apabila perbuatann tindak pidana yang dilakukan
terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

2. Pasal 45 ditetapkan bahwa perbuatan tindak pidana dilakukan oleh orang yang
belumcukup umurnya 16 Tahun.

3. Pasal 48 tentang overmacht yaitu orang yang melakukan tindak pidana karena
dalam keadaan pengaruh daya paksa,

4. Pasal 49 yaitu orang yang terpaksa melakukan perbuatan karena pembelaan diri
atau self defence;

5. Pasal 50 yaitu orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan
undangundang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan

bebas.

KUHAP mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari kesimpulan hakim pada
pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas(Vrijspraak), atau
lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal putusan bebas, argumentasi
penuntut umum maupun penasihat hukum baik mengenai kesalahan
terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti
sah, memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan

sehinggaterhadap suatu hal harus betul-betul meyakinkan.

58 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 412.
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Perbedaan antara putusan bebas dan lepas tidak hanya bersifat yuridis formal,
tetapi juga filosofis. Putusan bebas menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah
secara faktual, sedangkan putusan lepas menunjukkan terdakwa tidak dapat
dipidana secara hukum, meskipun perbuatannya terbukti. Dalam putusan bebas
terkandung makna tidak terbuktinya unsur-unsur delik atau peristiwa pidana.
Sementara dalam putusan lepas, peristiwa pidana terjadi, namun tidak ada dasar
hukum untuk menghukum terdakwa, misalnya karena alasan pembenar

(noodweer) atau tidak adanya unsur melawan hukum >

Putusan pidana dibedakan menjadi dua jenis pokok putusan lepas dari segala

tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging) dan putusan bebas (vrijspraak):

1. Lepas

Putusan lepas (onslag van recht vervolging), adalah segala tuntutan hukum atas
perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut
umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi
terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan
tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau
hukum dagang$’ Dasar hukumnya adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang
menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan

pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.’®'
2. Bebas

Putusan bebas atau vrijspraak adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila
dalam pemeriksaan di sidang tidak terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan
yang didakwakan kepadanya. Dalam sistem peradilan pidana, putusan bebas atau
dalam terminologi hukum Belanda disebut vrijspraak, merupakan salah satu jenis
putusan yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim apabila terdakwa dinyatakan

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa

59 Barda Nawawi Arief, Op. cit. hlm. 212.
0 https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-1¢5122909d10411/
61 Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Putusan Lepas
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Penuntut Umum. Putusan bebas adalah perwujudan dari prinsip fundamental
dalam hukum pidana, yakni tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
schul d) dan asas in dubio pro reo, yaitu apabila terdapat keraguan mengenai

keterlibatan terdakwa, maka harus diputus demi kepentingan terdakwa®

Terkait dengan putusan bebas, perlu dibedakan dari putusan lepas. Untuk putusan
lepas, kita dapat menemukan pengaturannya dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi.: “perbuatan
vang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan™ adalah tidak
cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan

menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.”

Fungsi peradilan pidana tidak semata-mata untuk menghukum pelaku kejahatan,
melainkan juga untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan
oleh negara melalui aparat penegak hukum® Dalam hal ini, putusan bebas
mencerminkan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan
individu terhadap tindakan sewenang-wenang negara. Menurut Yahya Harahap,
putusan vrijspraak adalah bentuk dari pelaksanaan prinsip pembuktian yang
objektif, yakni apabila unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka terdakwa harus

dibebaskan.®*

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal dua jenis upaya hukum:
1) Upaya hukum biasa: banding dan kasasi (Pasal 233 KUHAP dan seterusnya).
2) Upaya hukum luar biasa: peninjauan kembali (PK) (Pasal 263 KUHAP).

Konteks dalam putusan bebas, kasasi oleh penuntut umum menjadi perdebatan
hukum karena menyangkut hak terdakwa yang telah dibebaskan. Secara umum,
Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa kasasi hanya dapat diajukan terhadap
putusan pengadilan tingkat banding, kecuali untuk putusan bebas. Namun,

Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya membuka ruang kasasi oleh jaksa

62 Barda Nawawi Arief, Op. Cit, him. 45.

0 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit
UNDIP, 2002. hlm. 88.

% M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 419.
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atas putusan bebas dengan alasan terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum

(error in recht).

Hal ini dikuatkan oleh Putusan MA No. 275 K/Pid/1983, yang menyatakan bahwa
putusan bebas atau dapat diajukan kasasi jika hakim salah menerapkan hukum,
bukan sekadar soal pembuktian. Menurut M. Yahya Harahap, putusan vrijspraak
bukan hanya berarti tidak terbukti bersalah, tetapi juga menegaskan bahwa unsur-
unsur delik yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan %
Putusan bebas pada dasarnya menunjukkan bahwa unsur-unsur delik tidak dapat
dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Dalam praktik, penyebab

putusan bebas antara lain:

1) Alat bukti yang tidak cukup,

2) Keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya (misalnya karena mengandung
kebohongan atau kontradiksi),

3) Tidak terbuktinya unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana

terdakwa3.

Putusan bebas memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem peradilan
pidana yang adil (fair trial). Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang
terdakwa menjadi korban dari penyidikan yang tidak profesional atau bahkan
mengalami kriminalisasi. Dalam kondisi seperti ini, putusan bebas berfungsi
sebagai perlindungan terakhir agar tidak ada warga negara yang dirugikan akibat
kesalahan aparat hukum. Peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk
menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak warga
negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Oleh karena itu,
putusan bebas mencerminkan keseimbangan antara kepentingan umum dan

perlindungan individu terhadap tindakan sewenang-wenang.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2001 tentang
Pembuatan Ringkasan Putusan terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya

diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, menyatakan bahwa :

5 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 409.
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“Terhadap perkara pidana yang terdakwanya ditahan dan diputus dengan amar
putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak)
atau dilepas dari segala tuntutan (omslag van alle rechtsvervolging) dengan
perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada saat didepan sidang
terbuka untuk umum harus sudah ada setidak tidaknya ringkasan putusan (extract
vonis) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksa dalam kedudukannya selaku

eksekutor dari putusan hakim¢

Putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila tidak
terbukti adanya peristiwa pidana atau terdakwa bukan pelaku dari peristiwa
pidana tersebut, sehingga dakwaan jaksa tidak dapat dibuktikan secara sah dan
meyakinkan menurut hukum acara pidana. Dalam konteks ini, putusan bebas
berfungsi sebagai manifestasi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak
asasi manusia terdakwa. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto, putusan bebas
dijatuhkan ketika hakim menilai bahwa tidak cukup alat bukti yang mendukung
dakwaan penuntut umum, atau alat bukti yang diajukan tidak mampu
menghubungkan perbuatan dengan diri terdakwa. Dengan demikian, putusan
bebas bukan semata-mata didasarkan pada alasan formil, melainkan karena

substansi delik yang didakwakan tidak terpenuhi secara hukum®’

Pengertian dalam hukum acara pidana, putusan bebas tercantum secara normatif
dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat
bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa

harus dibebaskan."

Putusan ini hanya berlaku jika unsur-unsur delik tidak terpenuhi. Karena bersifat

final dalam pembuktian, terdakwa tidak dapat dipidana meskipun secara moral

% Yohanis Sudiman Bakti. Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya
Hukumnya, Jurnal llmu Hukum “THE JURIS” ,Vol.8, No. 2(2024). Hlm. 716.
87 Sudarto, Op. Cit, him. 64.
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mungkin bersalah. Hal ini menegaskan pentingnya asas in dubio pro reojika ada

keraguan, maka keputusan harus berpihak kepada terdakwa%®

Putusan bebas memiliki fungsi strategis dalam menjaga marwah sistem peradilan
pidana yang adil (fair trial). Dalam konteks penegakan hukum, tidak jarang
terdakwa menjadi korban dari proses penyidikan yang tidak profesional atau
bahkan kriminalisasi. Dalam situasi demikian, putusan bebas menjadi benteng
terakhir untuk menjamin bahwa tidak ada warga negara yang dikorbankan oleh
kekeliruan institusi hukum. Sehingga putusan bebas mencerminkan keseimbangan
antara kepentingan umum dan perlindungan individu terhadap tindakan

seéwenang-wenang ncgara.

E. Pembuktian

Pembuktian merupakan inti dari proses hukum pidana dan memiliki peranan yang
sangat krusial dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam hukum acara
pidana, pembuktian dipandang sebagai aspek fundamental karena tujuan utama
dari pemeriksaan adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Untuk mencapai
kebenaran tersebut, pembuktian menjadi metode utama yang digunakan oleh
hakim dalam menilai apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang
didakwakan, sekaligus menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap

perkara yang diperiksa.

Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia berlandaskan pada prinsip
bahwa pembuktian harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,
guna menjamin proses peradilan yang adil dan objektif’® Sebagaimana dijelaskan
oleh Sudarto, pembuktian dalam hukum pidana adalah proses untuk menegaskan
kebenaran atas suatu peristiwa pidana melalui alat bukti yang sah, yang pada

akhirnya membentuk keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.!

% Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016).
Him. 45.

8 achrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana,”
YURIDIS UNAJA 1(2) (2018): 20.

0 A. Fitri, F., Muftia, dkk. Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana
Indonesia. Jimmi: Jurnal llmiah Mahasiswa Multidisiplin, voll No. 2(2024). Hlm. 202— 209.
" Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 97.
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Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak semata-mata bersifat formal, tetapi
juga menyangkut aspek material, yakni keyakinan batin hakim. Sementara itu,
Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa Pembuktian mengandung maksud
dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat

diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut’?

Hakim harus bersikap pasif dalam mencari alat bukti, tetapi aktif dalam menilai
kekuatan pembuktian yang diajukan oleh jaksa dan terdakwa’® Artinya, kekuatan
alat bukti harus cukup kuat dan konsisten, terutama jika menyangkut kejahatan
yang dilakukan secara kolektif, seperti turut serta dalam pencurian. Pembuktian
pidana tidak sekadar pembuktian formal tetapi juga bersifat materiil. Sehingga
tidak cukup alat bukti itu sah secara formil, tetapi juga harus menimbulkan

keyakinan akan terjadinya tindak pidana.’*

Perkara dalam hukum pidana, pembuktian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga
menyangkut asas keadilan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, dapat di simpulkan
bahwa “ keyakinan hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding
keberadaan alat -alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominaan, namun
hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan
pada keyakinan saja. Karena keyakinan Hakim itu harus didasarkan dan
lahir dari keberadaan alat - alat bukti yang sah dalam jumlah yang

cukup (minimal dua).

Selanjutnya, alat-alat bukti yang sah secara limitatif ditentukan dalam Pasal 184

ayat (1) KUHAP, yaitu:

1) Keterangan saksi,
2) Keterangan ahli,
3) Surat,

2 Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984). Him. 110.

3 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009). Hlm. 305.

4 Nanda Agung Dewantara. 1987. Masalah Kebebasan Hakim Dalam menangani suatu Perkara
Pidana. Jakarta: Aksara Persada. 1987. Hlm. 50.
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4) Petunjuk, dan

5) Keterangan terdakwa.

Proses peradilan pidana, alat bukti memegang peranan penting untuk mencegah
vonis yang hanya didasarkan pada dugaan. Pembuktian menjadi sarana
perlindungan hak terdakwa dan landasan objektif bagi hakim dalam menjatuhkan
putusan. Tanpa bukti yang sah dan cukup, tidak boleh ada hukuman dijatuhkan.
Roeslan Saleh menegaskan bahwa pembuktian adalah jembatan antara dugaan dan
kepastian hukum, sehingga hakim harus menilai setiap bukti secara cermat dan

menyeluruh untuk membentuk keyakinannya’®
Fungsi utama pembuktian mencakup:
1) Menentukan ada tidaknya tindak pidana,
2) Menetapkan apakah terdakwa adalah pelakunya,
3) Menentukan sejauh mana kesalahan terdakwa secara hukum.

Sistem hukum pidana Indonesia, digunakan teori pembuktian negatif wet tel ijk
stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang

berarti bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan apabila:
1) Ada minimal dua alat bukti yang sah, dan
2) Alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan pada diri hakim*

Sistem ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-
undang (positif) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (negatif),
sehingga tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara bebas, namun

tetap dalam koridor hukum.’®

Terhadap sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, maka menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara
negatif. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “ Hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana  kepada  seorang, pidana  kepada  seorang, kecuali

75 Roeslan Saleh. Segi Lain Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. hlm. 157.
76 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm. 102.
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apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya”.”’

Salah satu tantangan dalam proses pembuktian adalah adanya keterangan saksi
palsu yang dapat mengganggu objektivitas dan integritas putusan hakim. Dalam
praktik, tidak jarang suatu putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan karena
keterangan saksi dianggap tidak sah, tidak konsisten, atau mengandung
kebohongan. Kesaksian palsu dapat menyebabkan gagalnya pembuktian, karena
alat bukti utama (keterangan saksi) menjadi tidak valid. Dalam hal ini, penting
bagi hakim untuk berhati-hati dalam menilai kesesuaian antara keterangan saksi
dengan alat bukti lainnya, serta dengan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan.’®

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembuktian bertujuan
untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atas suatu tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal ini, pembuktian menjadi landasan utama
untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa berdasarkan fakta
dan bukti yang sah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembuktian di Indonesia
dirancang untuk melindungi hak terdakwa sekaligus menjamin keadilan bagi
korban dan masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam sistem pembuktian di

Indonesia adalah minimum bewijs, atau pembuktian minimal, yang diatur dalam

Pasal 183 KUHAP.”
System pembukian bertujuan :

1) untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap
perkara yang sedang diperiksa.
2) Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup

proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.

7 Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang keyakinan hakim dalam memutus suatu
perkara pidana

8 Yahya Harahap, Op.cit. hlm. 275.

" Daulay, S. P. M. Analisis Penerapan Pasal 183 KUHAP dan Dampaknya Pada Putusan
Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, vol. 6 no.
5(2024), 1-10. https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v6i5.6232
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3) Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan

keyakinan hakim.%

Berdasarkan proses pembuktian, jika beban pembuktian dibebankan kepada
penggugat dan ia tidak mampu membuktikan dalilnya, maka penggugat dinyatakan
kalah, meskipun tergugat belum tentu berhasil membuktikan sebaliknya. Demikian
pula, apabila beban pembuktian berada di pihak tergugat dan ia gagal
membuktikan, maka tergugatlah yang dinyatakan kalah, meskipun penggugat
belum tentu dapat membuktikan klaimnya. Oleh karena itu, penentuan pihak yang
memikul beban pembuktian harus dilakukan secara hati-hati dan adil, serta hakim

dituntut untuk bersikap bijak dalam penerapannya.

Perkara penyertaan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 55
dan Pasal 363 KUHP, pembuktian harus mampu menguraikan secara jelas peran
masing-masing pelaku, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang
turut membantu. Setiap bentuk keterlibatan harus dibuktikan secara mandiri sesuai
dengan peran masing-masing. Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia
menuntut agar keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah menurut
undang-undang. Keyakinan pribadi tanpa dukungan bukti tidak cukup untuk

menjatuhkan putusan. Dalam kasus yang melibatkan kesaksian palsu, hakim

80 Djoko Prakoso. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana,
Penerbit Bina Aksara, 1987. hal. 2.



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka di
gunakan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu
pendekatan penelitian yang dilakukan melalui norma-norma hukum yang berlaku,
baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum.
Penelitian ini tidak dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaku atau
korban, melainkan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian, doktrin hukum pidana, serta

putusan pengadilan sebagai objek penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang
diperoleh dari hasil penelitian dengan cara menggali peraturan perundang-
undangan, literatur hukum, atau pustaka lainnya yang sesuai dengan topik

penelitian. Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian antara lain :

1. Bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan
yang mencakup karya ilmiah, dokumentasi beserta sumber tertulis lainnya.
Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

a) Bahan hukum primer, yang mencakup:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 363
ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



46

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, serta peraturan-peraturan lainnya.

b) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki kaitan erat
dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer tersebut. Ini mencakup Putusan
Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns.

¢) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pendukung yang mencakup
bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, yang berhubungan dengan masalah-
masalah skripsi, seperti kamus hukum, literatur hukum, pedoman
penulisan ilmiah dan media cetak. Selain itu digunakan juga media
online seperti internet yang menjadi salah satu bahan penelitian skripsi

ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Tujuan dari pengumpulan data pada penelitian ini yaitu untuk menyelesaikan
suatu permasalahan yang ada sehingga data yang dikumpulkan harus akurat
melalui studi Pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis
mengenai hukum yang berasal dari sumber seperti buku, literature, dan
undang-undang dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis bahan-
bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang
berhubungan dengan penelitian ini untuk kemudian dilakukan pencatatan

dan pengutipan data yang diperoleh tersebut.
Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a) Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang
relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP.
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b) Menelaah putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gunung
Sugih Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns, sebagai bahan hukum primer yang
menjadi objek utama dalam penelitian ini.

¢) Mengkaji atau menganalisis secara sistematis pendapat para ahli hukum dari
buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan
bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam

skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilanjutkan pengolahan data,
sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan
yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data terdapat tahap-tahap sebagai
berikut:

a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan
pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku,
seperti pasal-pasal KUHP, putusan pengadilan, jurnal dan pendapat para ahli
yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

b. Kualifikasi data, yaitu  penyusunan data dilakukan dengan cara
mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengklompokkan masing-masing
data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah
pembahasan.

c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah
ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam

menginterpresentasikan data.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Analisis yaitu berdasarkan metode ilmiah yang ada, kualitatif adalah dengan cara
menguraikan isi dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan
hakim, kemudian dibandingkan dengan konsep dan teori yang relevan. Analisis
kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah

hukum yang mengatur tentang aspek pertimbangan hakim dalam membuat sebuah
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putusan bebas untuk menjawab rumusan masalah, dengan fokus pada bagaimana
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dan pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan bebas.



V.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Pencurian

dengan Pemberatan yang Diputus Bebas (Vrijspraak) karena Kesaksian Palsu

dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang diduga turut serta dalam
tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor
178/Pid.B/2021/PN.Gns tidak dapat dibebankan kepada para terdakwa
karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana,
khususnya unsur kesalahan (schuld) dan keterlibatan aktif terdakwa.
Meskipun penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam
perkara ini tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan mengenai adanya
kesengajaan, kesatuan niat, maupun peran nyata terdakwa dalam tindak
pidana sebagaimana Pasal 363 KUHP. Keterangan saksi yang tidak
konsisten dan mengandung kesaksian palsu menyebabkan asas nulla poena
sine culpa tidak terpenuhi, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat
dikenakan kepada terdakwa.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) telah
mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara
proporsional. Secara yuridis, alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak
memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP karena keterangan saksi yang
saling bertentangan dan dicabut di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal
191 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebaskan. Secara sosiologis, putusan

tersebut memberikan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa serta
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mencegah terjadinya kriminalisasi. Sementara secara filosofis, putusan
bebas mencerminkan penerapan asas praduga tidak bersalah dan asas in
dubio pro reo, sehingga putusan hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan

dan tujuan hukum pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan

beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, guna

meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara

turut serta pencurian dengan pemberatan yang diputus bebas akibat kesaksian

palsu, sebagai berikut:

1.

Dalam rangka memperkuat integritas proses peradilan pidana, disarankan
agar Perlindungan terhadap hak-hak tersangka perlu ditegakkan secara
konsisten dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, khususnya pada
tahap penyidikan. Tersangka harus dijamin haknya untuk memberikan
keterangan secara bebas tanpa tekanan, memperoleh pendampingan
penasihat hukum sejak awal pemeriksaan, serta mendapatkan perlakuan yang
manusiawi dan kepastian hukum yang adil. Pemenuhan hak-hak tersangka
tersebut merupakan perwujudan asas praduga tak bersalah dan due process of
law, yang sekaligus menjadi prasyarat penting bagi terciptanya proses
pembuktian yang objektif dan berkeadilan.

Kepada aparat kepolisian, khususnya penyidik, disarankan agar dalam setiap
proses penyidikan perkara pidana menjunjung tinggi prinsip due process of
law, profesionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia, dengan
menghindari segala bentuk tekanan, intimidasi, maupun paksaan terhadap
saksi dan tersangka. Praktik intimidasi dalam pemeriksaan berpotensi
melahirkan keterangan yang tidak objektif atau bahkan palsu, yang pada
akhirnya merusak kualitas pembuktian di persidangan dan dapat
menyebabkan kegagalan dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan internal, peningkatan
integritas penyidik, guna menjamin bahwa proses penyidikan berlangsung

secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
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